
GUBERNURSUMATERASELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR1,,, TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2023 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 
Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daaerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahari atas 
Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang .. Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggand 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6865); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 201 7 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
13. Peraturan Pemerintah Nomot 12 Ta.hurt 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6794); 

I! 
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16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Presiden Nomor 3 Tahun 1016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 

1 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang 
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

19. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 ten tang 
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 173); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
288); 



Menetapkan 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1419); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 
2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630); 

28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3); 

29. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2023 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024. 

PasalI 

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 12) 
diubah sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, 
disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I 

b. BAB II 

c. BAB III 

d. BABIV 

PENDAHULUAN; 

EVALUASI HASIL TRIWULAN II 
PELAKSANAAN RKPD PROVINS! 
SUMATERA SELATAN TAHUN 2024; 
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 
KEUANGAN DAERAH; 
SASARAN DAN PRIORITAS 
PEMBANGUNAN DAERAH; 



e. BAB V 

f. BAB VI 
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RENCANA KERJA 
PENDANAAN DAERAH; dan 
PENUTUP 

DAN 

(2) Uraian Dokumen Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan. 

Ditetapkan di Palembang, 
pada tanggal 14 A •tus 2024 

Pj. GUBERNUR SU TERA SELATAN, ! 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal 1~ .A«u•t~e- 2024 

Pj. SEKRETARIS AERAH 
PROVINSI SUMAT A SELATAN, 

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR l t:, 

a. Paraf Hierarki 

No Nam.a Paraf 

1. Pj. Sekretaris Daerah 1. I 
I 

2. Asisten Ekonomi, Keuangan 2. '~ 
dan Pembangunan I 

3. Kepala BAPPEDA 3. ~ , 
b. Paraf Koordinasi · 

I No I Nruna 
1. : Kepala Biro Hulmm 

Paraf 

V 



BAB VI 
PENUTUP 

Demikianlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2024 ini disusun untuk menjaga konsistensi antara 

perencanaan dengan penganggaran. 

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 

diharapkan dapat menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam 

menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 

Tahun 2024, Pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun 

2024, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan 

pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah 

serta dasar penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. 

ELEN SETIADI 

a. Paraf Hierarki 

No Nama Paraf 

1. Pj. Sekretaris Daerah 1. / I . 
2. Asisten Ekonomi, Keuangan 2. l~ 

dan Pembangunan ~ 
3. Kepala BAPPEDA 3. ~ 

b. Paraf Koordinasi 

I No I Nama 
l. : Kepala Biro Hukum 

) Paraf 
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BAB VI 
PENUTUP 

Demikianlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2024 ini disusun untuk menjaga konsistensi antara 

perencanaan dengan penganggaran. 

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 

diharapkan dapat menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam 

menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 

Tahun 2024, Pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun 

2024, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan 

pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah 

serta dasar penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. 

ELEN SETIADI 
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